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BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Pelaksanaan Program Sertipikasi Tanah Petani pada tahun 2013 di 

Kabupaten Sleman sudah sesuai dengan Peraturan Pemerrintah Nomor 

24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Menteri Negara 

Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 

tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 

1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Keputusan Bersama Menteri 

Pertanian dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 

515/Kpts/HK.060/9/2004 dan Nomor 2/SKB/BPN/2004 tentang 

Pelaksanaan Program Pensertipikatan Tanah Dalam Rangka 

Pemberdayaan Petani Untuk Mendukung Pembangunan Pertanian yaitu 

pada tahapan sosialisasi, pengumpulan persyaratan administrasi, 

pengukuran dan penerbitan sertipikat. 

2. Pelaksanaan Program Sertipikasi Tanah Petani pada tahun 2013 di 

Kabupaten Sleman telah mewujudkan kepastian hukum karena seluruh 

responden telah memperoleh sertipikat Hak Milik atas tanah. 

B. Saran 

1. Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman dan Dinas Pertanian, Perikanan 

dan Kehutanan Kabupaten Sleman meningkatkan kerjasama untuk lebih 

baik lagi sehingga Program Sertipikasi Tanah Petani dapat terus 

berlangsung setiap tahunnya dan berkelanjutan. Dengan dilaksanakan 
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Program Sertipikasi Tanah Petani setiap tahunnya diharapkan tanah 

pertanian di Kabupaten Sleman dapat terdaftar seluruhnya. Sehingga 

dapat meningkatkan pemberdayaan petani dan ketahanan pangan 

nasional. 

2. Masyarakat khususnya petani di Kabupaten Sleman agar dapat 

mendaftarkan tanah pertanian yang dimikinya dan mendapatkan 

sertipikat hak atas tanah agar mendapatkan kepastian hukum. Dengan 

adanya sertipikat hak atas tanah yang dimiliki oleh petani dapat 

digunakan sebagai modal (dijaminkan di bank) untuk mengembangkan 

usaha disektor pertanian dan meningkatkan kesejahteraan petani. 
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